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BUPATI TELUK WONDAMA 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA 
NOMOR 27 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni 
dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tembahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama Tahun 2022 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 
2022 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 
Nomor 6); 

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 1); 

24. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Serita Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 7); 

25. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten Teluk Wondama 
Tahun 2022 Nomor 37); 

26. Peraturan Bupati No.37 Tahun 2022 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama (Serita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 
2022 Nomor 37); 

27. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten 
Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN SUPATI TENT ANG 
PELAKSANAAN 

PENJASARAN 
ANGGARAN PERTANGGUNGJAWASAN 

PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

Pasal l 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri atas: 

1. Pendapatan 
a. 
b. 
c. 

Pendapatan Asli Daerah 
Dana Perimbangan 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang sah 
Jumlah Pendapatan 

Rp. 28.669.489.516,89 
Rp. 945.373.237.390,00 

Rp. 6.425.988.900,00 
Rp. 980.468.715.806,89 
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2. a. Belanja Operasi 
(1) Belanja Pegawai Rp. 250.565.849.703,96 
(2) Belanja Barang dan Rp. 261.997.554.108,80 

Jasa 
(3) Belanja Bunga Rp. 
(4) Belanja Subsidi Rp. 10.094.378.000,00 
(5) Belanja Hibah Rp. 40.530.84 7. 968,00 
(6) Belanja Bantuan Rp. 30.561.425.200,00 

Sosial 
(7) Belanja Bantuan Rp. 00,00 

Keuangan 
Rp. 593.750.054.980,76 

b. Belanja Modal 
( 1) Belanja Modal Tanah Rp. 3.871.661.500,00 
(2) Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin Rp. 62.408.083.786,00 
(3) Belanja Modal 

Gedung dan 
Bangunan Rp.107.000.805.158,90 

(4) Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan J aringan Rp. 79.775.919.507,74 

(5) Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya Rp. 

Rp. 253.056.469.952,64 

c. Belanja Tak Terduga Rp. 27 .226.205. 998,00 
d. Belanja Transfer Rp. 125.567.244.600200 

Total Belanja Rp. 999.599.975.531AO 
Surplus/ Defisit Rp. (19.131.259.724,51) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 37.109.135.674,97 
b. Pengeluaran Rp. (650.000.000,00) 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 36.459.135.674,97 
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 17.327.875.950,46 
Berkenan 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lill. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II.a yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Penjabaran laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil 
Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 11.b yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama. 

Ditetapkan di Rasiei 
pada tanggal 22 Agustus 2023 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

HENDRIK S. MAMBOR 

Diundangkan di Rasiei 
pada tanggal 22 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

ASERWAROY 

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 27. 
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